
 

 

BABi  VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

   Berdasarkani Pembahasani dani analisai padai babi sebelumnyai makai dapati 

dapati disimpulkani sebagaii berikuti : 

1. Pengaturani pengelolaani aseti badani usahai miliki desai sebagaii Badani hukumi 

BUMDesai sebagaii badani usahai yangi dibentuki dani dimilikii olehi desai memangi beradai 

dalami kerangkai hukumi yangi unik,i karenai beroperasii dii persimpangani antarai hukumi 

publiki dani hukumi perdata.i Konsepi inii terlihati dalami strukturi dani perani gandai 

BUMDesa:i a.i Kelembagaani BUMDesai Tunduki padai Hukumi Publik 

BUMDesai adalahi entitasi yangi lahiri darii kebijakani publiki sebagaii bagiani darii 

upayai pemerintahi untuki memberdayakani desai dani meningkatkani 

kesejahteraani masyarakati desa.i Olehi karenai itu,i kelembagaani BUMDesai 

tunduki padai ketentuani hukumi publik,i yangi meliputii regulasii dani kebijakani 

desai sertai pedomani yangi ditetapkani olehi pemerintahi pusati ataui daerah.i Inii 

termasuki ketentuani pembentukan,i pengawasan,i transparansi,i sertai tanggungi 

jawabi sosiali BUMDesai terhadapi masyarakati desa.i b.i Kegiatani Usahai 

BUMDesai Tunduki padai Hukumi Perdatai Meskipuni lembaganyai diaturi olehi 

hukumi publik,i kegiatani bisnisi ataui usahanyai tunduki padai ketentuani hukumi 

perdata.i BUMDesai menjalankani usahai sepertii entitasi bisnisi laini yangi 

berorientasii padai keuntungan.i Hubungani hukumi yangi terjadii antarai BUMDesai 

dani pihaki ketigai dalami pelaksanaani usahai diaturi olehi kontraki dani aturani 

perdatai laini yangi berlakui dii ranahi bisnis.i Hali inii memungkinkani BUMDesai 

untuki membuati perjanjian,i melakukani transaksi,i sertai mengelolai aseti usahai 

376 



 

 

dengani prinsip-prinsipi komersiali yangi berlakui dalami hukumi perdata.i  

Karenai tunduki padai keduai ranahi hukum,i pengelolai BUMDesai perlui bijaksanai 

dalami mengambili keputusani dani menjagai keseimbangani antarai kepentingani 

publiki dani kebutuhani komersial.i Padai satui sisi,i merekai harusi mematuhii 

regulasii yangi mengaturi lembagai BUMDesai dani menjagai tanggungi jawabi 

sosialnya.i Dii sisii lain,i merekai harusi menjalankani operasionali usahai dengani 

prinsipi bisnisi yangi menguntungkani sesuaii ketentuani hukumi perdata. 

2. Statusi kekayaani desai yangi dipisahkani dani ditempatkani padai i dalami Badani 

Usahai Miliki Desa.i Kekayaani Desai sebagaii Aseti Publiki Secarai prinsip,i semuai 

kekayaani yangi dimilikii olehi desai adalahi miliki publiki ataui miliki masyarakati 

desa.i Kekayaani desai inii termasuki tanah,i bangunan,i sumberi dayai alam,i dani aseti 

lainnyai yangi dikelolai untuki kepentingani bersama.i Ketikai kekayaani desai 

dipisahkani dani diserahkani untuki dikelolai olehi BUMDesa,i hali inii dimaksudkani 

untuki meningkatkani nilaii gunai dani potensii ekonomii darii aseti tersebut,i 

sehinggai dapati menghasilkani pendapatani yangi bermanfaati bagii masyarakati 

desa.i Saati kekayaani desai dipisahkani dani ditempatkani dalami BUMDesa,i makai 

pengelolaannyai harusi dilakukani secarai profesionali dani terpisahi darii 

pengelolaani kekayaani desai yangi lain.i BUMDesai berfungsii sebagaii entitasi 

yangi dapati melakukani kegiatani usahai secarai independeni untuki mencapaii 

tujuani ekonomi,i namuni tetapi memperhatikani kepentingani sosiali desa.i Hali inii 

berarti,i meskipuni BUMDesai beroperasii secarai mandiri,i hasili ataui keuntungani 

darii pengelolaani kekayaani desai harusi tetapi digunakani untuki kepentingani 

pembangunani desai dani kesejahteraani masyarakat. 

3. Tanggungjawabi Pelaksanai Operasionali terhadapi pengelolaani aseti BUMDesai 



 

 

sebagaii badani hukum.i Tanggungi jawabi secarai hukumi administrasii mengaturi 

kewajibani dani tanggungi jawabi pelaksanai operasionali BUMDesai dalami 

konteksi hubungani antarai pemerintahi dani BUMDesai sebagaii badani usahai miliki 

desa.i Tanggungi jawabi administrasii berkaitani dengani pengelolaani yangi 

mematuhii aturani ataui regulasii yangi ditetapkani olehi pemerintah,i baiki pusati 

maupuni daerah.i Penyusunani dani Pelaporani Laporani Keuangan:i Pelaksanai 

operasionali harusi menyusuni laporani keuangani yangi jelas,i transparan,i dani 

sesuaii dengani standari akuntansii yangi berlaku.i Laporani inii harusi diauditi dani 

disampaikani kepadai pemerintahi desai ataui badani pengawasi yangi ditunjuk,i 

sesuaii dengani ketentuani hukumi administrasii yangi berlaku.Tanggungi jawabi 

secarai hukumi perdatai mengaturi kewajibani pelaksanai operasionali BUMDesai 

dalami hali perjanjian,i transaksi,i dani hubungani hukumi dengani pihaki ketiga.i 

Sebagaii badani hukumi yangi beroperasii dalami duniai usaha,i BUMDesai memilikii 

haki untuki membuati perjanjiani dani menjalankani kegiatani ekonomii lainnyai 

sesuaii dengani hukumi perdata.Tanggungi Jawabi dalami Kontrak:i Pelaksanai 

operasionali BUMDesai berperani dalami menandatanganii dani melaksanakani 

kontraki yangi berkaitani dengani pengelolaani aset,i sepertii perjanjiani sewa-

menyewa,i pembeliani ataui penjualani aset,i ataui kerjasamai dengani pihaki ketiga.i 

Jikai adai pelanggarani terhadapi ketentuani dalami kontraki ini,i pelaksanai 

operasionali bisai dimintaii pertanggungjawabani secarai perdata.i Tanggungi 

Jawabi Secarai Hukumi Pidanai Pelaksanai operasionali BUMDesai jugai dapati 

dikenaii tanggungi jawabi pidanai jikai terdapati pelanggarani hukumi yangi 

merugikani negara,i masyarakat,i ataui pihaki ketiga.i Pelanggarani pidanai inii 

biasanyai terjadii apabilai terdapati unsuri kesalahani yangi disengajai ataui kelalaiani 



 

 

berati dalami pengelolaani aseti BUMDesa.i Penyalahgunaani Aseti untuki 

Kepentingani Pribadi:i Jikai pelaksanai operasionali menggunakani aseti BUMDesai 

untuki kepentingani pribadii ataui melakukani tindakani kriminal,i sepertii 

penyelewengani ataui korupsi,i merekai dapati dikenaii sanksii pidana.i Misalnya,i 

jikai aseti desai digunakani untuki keperluani pribadii tanpai izini ataui 

diselewengkan,i pelaksanai operasionali bisai dijerati dengani pasali tindaki pidanai 

korupsii ataui penipuan. 

 

B. Saran 

Bertolaki darii kesimpulani rekomendasii darii hasili penelitiani inii adalahi sebagaii 

berikuti : 

1. Supayai tidaki terjadii polemiki berkepanjangani dalami Pengaturani pengelolaani 

aseti badani usahai miliki desai sebagaii Badani hukumi makai pemerintahi harusi i 

membentuki duai jenisi badani hukumi untuki Badani Usahai Miliki Desai 

(BUMDesa),i yaitui Badani Hukumi Perseroani Desai (Perserodes)i dani Perusahaani 

Umumi Desai (Perumdes),i bertujuani untuki mengatasii polemiki dani memberikani 

kejelasani dalami pengelolaani aseti BUMDesai sebagaii badani hukum.i Pembagiani 

inii dapati membantui dalami menyesuaikani modeli pengelolaani BUMDesai 

dengani skalai usaha,i tujuan,i sertai sifati usahai yangi dijalankan.i Berikuti adalahi 

penjelasani mengenaii keduai jenisi badani hukumi inii dani manfaatnya.i Dengani 

adanyai duai jenisi badani hukum,i BUMDesai dapati menyesuaikani dirii dengani 

skalai dani sifati usahai yangi dijalankan.i Jikai tujuani utamanyai adalahi profit,i makai 

Badani Hukumi Perseroani Desai lebihi cocoki untuki mengelolai usahai yangi 

bersifati komersial.i Sedangkani jikai tujuannyai adalahi pelayanani masyarakati 



 

 

ataui pemberdayaani sosial,i makai Perusahaani Umumi Desai adalahi pilihani yangi 

lebihi tepat. 

2. Pemerintahi desai harusi memastikani bahwai adai pemisahani yangi tegasi antarai 

kekayaani desai yangi dikelolai olehi pemerintahi desai dani kekayaani yangi 

dipindahkani kei BUMDesa.i Pemisahani inii dapati dilakukani dengani mencatati 

dani mendokumentasikani aseti yangi dialihkani dengani jelasi dalami laporani 

keuangani dani dokumeni resmii lainnya.i Agari tidaki adai kebingungani mengenaii 

statusi dani pengelolaani kekayaani desa,i sertai untuki mencegahi penyalahgunaani 

ataui ketidakjelasani dalami penggunaani aset. 

3. Demii terwujudnyai kepastiani hukumi dalami penegakani hukumi makai untuki 

kedepannyai disarankani kepadai pemerintahi dani DPRi RIi untuki merancangi suatui 

Undang-Undangi yangi mengaturi Perseroani Desai dani Perusahaani Umumi Desa,i 

BUMDesai akani memilikii landasani hukumi yangi jelasi untuki mengelolai aseti dani 

menjalankani usahanyai secarai profesionali dani akuntabel.i Hali inii akani 

menghindarii potensii konflik,i meningkatkani transparansii dalami pengelolaan,i 

sertai memberikani kepastiani hukumi yangi diperlukani untuki mendorongi 

pertumbuhani ekonomii desai secarai berkelanjutan. 

 


